
B U P A T I DOMPU 

PROVINSI NUSA T E N G G A R A B A R A T 

P E R A T U R A N B U P A T I DOMPU 

NOMOR Q. TAHUN 2026 

T E N T A N G 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D E S A 

TAHUN ANGGARAN 2026 , 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I DOMPU, 

Menimbang : a . bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan pasa l 3 1 ayat (2) 

Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 20 t a h u n 2018 

tentang pengelolaan Keuangan Desa, per lu menetapkan 

Pera turan Bupa t i tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja Desa T a h u n Anggaran 2026; 

b, bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimama d imaksud 

da lam h u r u f a, per lu menetapkan Pera turan Bupa t i Dompu 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Be lan ja Desa T a h u n Anggaran 2026 . 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 

07 T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 T a h u n 2024 tentemg 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2024 Nomor 77 , T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6914) ; ^ 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 



Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

d iubah, beberapa ka l i terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 

2022 Tentang Cipta Ker ja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 

4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

6856) ; 

3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018); 

4. Pera turan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 

Peraturan Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah d iubah 

beberapa ka l i terakhir dengan Pera turan Pemerintah Nomor 

11 T a h u n 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan 

pemerintah nomor 43 t a h u n t a h u n 2014 tentang peraturan 

pe laksanaaan undang-undang nomor 6 t a h u n 2014 tentang 

desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 

Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6623) ; 

5. Pera turan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang D a n a 

Desa yang Bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 

Be lan ja Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 2014 

Nomor 168, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah d iubah beberapa 

ka l i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pera turan Pemerintah 

Nomor 60 T a h u n 2014 tentang D a n a Desa yang Bersumber 

dar i Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Negara (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5864) ; 



6. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 113 T a h u n 2014 

tentang Pengelolaan keuangan desa (Ber i ta Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 2093) ; sebagaimana 

telah d iubah dengan Pera turan Menteri Da l am Negeri 

Nomor 20 T a h u n 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

(Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 611) ; 

7. Pera turan Menteri Da lam Negeri Nomor 114 T a h u n 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Ber i ta Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 2094) ; 

8. Pera turan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigras i Republ ik Indonesia Nomor 16 T a h u n 

2019 tentang Musyawarah Desa (Ber i ta Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 1203); 

9. Pera turan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigras i Republ ik Indonesia Nomor 21 T a h u n 

2020 tentang Pedoman U m u m Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ber i ta Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2020 Nomor 1633); 

10. Pera turan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigras i Republ ik Indonesia Nomor 16 T a h u n 

2025 tentang petunjuk operasional atas fokus Penggunaan 

D a n a Desa T a h u n 2026 (Beri ta Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2019 Nomor 1012); 

1 1 . Pera turan Bupat i Dompu Nomor 6 T a h u n 2 0 2 1 tentang 

Per ja lanan D inas sebagaimana d iubah beberapakali 

terakhir dengan Peraturan Bupa t i Dompu Nomor 4 T a h u n 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupa t i Dompu 

Nomor 6 T a h u n 2021 tentang Per ja lanan D inas (Berita 

Daerah Kabupaten Dompu T a h u n 2024 Nomor 432) ; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I DOMPU TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D E S A 

TAHUN ANGGARAN 2026. 



B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Bupa t i in i yang d imaksud dengan: 

1. Bupa t i ada lah Bupat i Dompu. 

2. Daerah adalah Kabupaten Dompu. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i dan Perangkat 

Daerah sebagai u n s u r penyelengara Pemer intahan 

Daerah. 

4. Desa ada lah kesa tuan masyaraka t h u k u m yang 

memi l ik i batas w i layah yang berwenang u n t u k mengatur 

dan mengurus u r u s a n pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan p raka r sa 

masyarakat , hak asa l u s u l , dan/a tau hak tradis ional 

yang d iaku i dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

5. Pemer intahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

da lam sistem pemerintahan Negara Kesa tuan Republ ik 

Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d ibantu perangkat 

Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemer intahan Desa. 

7. Kepala Desa ada lah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunya i wewenang, tugas dan kewaj iban u n t u k 

menyelenggarakan r u m a h tangga Desanya dan 

me laksanakan tugas dar i Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah . 

8. B a d a n Permusyawara tan Desa yang se lanjutnya 

disingkat B P D adalah lembaga yang me laksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wak i l 

dar i penduduk Desa berdasarkan keterwaki lan wi layah 

dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa yang 

se lanjutnya disingkat A P B Desa, ada lah r encana 

keuangan t ahunan pemerintahan desa. 

10. Keuangan Desa ada lah semua h a k dan kewaj iban Desa 

yang dapat dini la i dengan uang serta segala s esua tu 



berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pe laksanaan hak dan kewaj iban Desa. 

1 1 . Pengelolaan Keuangan Desa ada lah kese lu ruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pe laksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan Desa. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, se lanjutnya disebut 

R K P Desa, ada lah penjabaran dar i Rencana 

Pembangunan J a n g k a Menengah Desa u n t u k j a n g k a 

w a k t u 1 (satu) t ahun . 

13. Pener imaan Desa adalah uang yang m a s u k ke rekening 

k a s Desa 

14. Pengeluaran Desa ada lah uang yang ke luar dar i 

rekening k a s Desa. 

15. Pendapatan adalah semua pener imaan Desa da lam 1 

(satu) t a h u n anggaran yang menjadi h a k Desa dan t idak 

per lu d ikembal ikan oleh Desa. 

16. Be lan ja Desa adalah s emua pengeluaran yang 

merupakan kewaj iban Desa da lam 1 (satu) t a h u n 

anggaran yang t idak a k a n diter ima kembal i oleh Desa. 

17. Pembiayaan Desa adalah s emua pener imaan yang per lu 

dibayar kembal i dan/atau pengeluaran yang a k a n 

diter ima kembal i , baik pada t a h u n anggaran yang 

bersangkutan m a u p u n pada t ahun anggaran 

ber ikutnya. 

18. Pemegang K e k u a s a a n Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

se lanjutnya disingkat P K P K D , ada lah kepala Desa a tau 

sebutan n a m a la in yang ka r ena j aba tannya mempunya i 

kewenangan menyelenggarakan kese lu ruhan 

pengelolaan keuangan Desa . 

19. Pe laksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

se lanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa 

yang me l aksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan 

sebagian k e k u a s a a n P K P K D . 



20. Sekretar is Desa adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai u n s u r p impinan sekretariat Desa 

yang menja lankan tugas sebagai koordinator P P K D . 

2 1 . Kepala U r u s a n , yang se lanjutnya disebut K a u r , ada lah 

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai u n s u r staf 

sekretariat Desa yang men ja lankan tugas PPKD. 

22 . Kepala Seks i , yang se lanjutnya disebut K a s i , adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pe laksana 

teknis yang men ja lankan tugas PPKD. 

23 . Rekening K a s Desa ada lah rekening tempat menyimpan 

uang Pemer intahan Desa yang menampung s e lu ruh 

pener imaan Desa dan d igunakan u n t u k membayar 

se lu ruh pengeluaran Desa da lam 1 (satu) rekening pada 

B a n k yang ditetapkan. 

24. B a d a n U s a h a Mil ik Desa, se lan jutnya disebut B U M 

Desa, ada lah badan u s a h a yang se lu ruh a tau sebagian 

besar modalnya d imi l ik i oleh Desa mela lui penyertaan 

secara langsung yang berasal dar i kekayaan Desa yang 

d ip i sahkan guna mengelola aset, j a s a pelayanan, dan 

u s a h a la innya u n t u k sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

25 . D a n a Cadangan adalah dana yang d i s i s ihkan guna 

mendanai kegiatan yang memer lukan dana relatif besar 

yang t idak dapat dipenuhi da lam sa tu t a h u n anggaran. 

26. Surp lus Anggaran Desa ada lah sel is ih lebih an ta ra 

pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

27. Defisit Anggaran Desa ada lah sel is ih ku rang an ta ra 

pendapatan Desa dengan belanja Desa . 

28. S i s a Lebih Perhitungan Anggaran yang se lanjutnya 

disebut S iLPA ada lah sel is ih lebih rea l isas i pener imaan 

dan pengeluaran anggaran se lama sa tu periode 

anggaran. 

29 . Dokumen Pe laksanaan Perubahan Anggaran yang 

se lanjutnya disingkat DPPA ada lah dokumen yang 

memuat perubahan r inc ian kegiatan, anggaran yang 

d isediakan dan rencana penar ikan dana u n t u k kegiatan 

yang a k a n d i l aksanakan berdasarkan kegiatan yang 



telah ditetapkan dalam Perubahan A P B Desa dan/atau 

Perubahan Penjabaran A P B Desa. 

30. Pengadaan barang/jasa Desa yang se lanjutnya disebut 

dengan pengadaan barang/jasa ada lah kegiatan u n t u k 

memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 

d i l akukan mela lui swakelola dan/atau penyedia 

barang/jasa. 

B A B I I 

PEDOMAN PENYUSUNAN A P B D E S A 

Pasa l 2 

(1) Pedoman Penyusunan A P B Desa T a h u n Anggaran 2026 

mel iputi : 

a . s inkron isas i Kebi jakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

dengan kewenangan Desa, R K P Desa; 

b. pr insip penyusunan A P B Desa; 

c. keb i jakan penyusunan A P B Desa; 

d. teknis pen ja i sunan A P B Desa; dan 

e. ha l k h u s u s la innya. 

(2) U ra i an Pedoman Penyusunan A P B Desa T a h u n Anggaran 

2026 sebagaimana d imaksud pada ayat (1) tercantum 

da lam Lamp i ran yang merupakan bagian t idak 

terp isahkan dar i Pera turan Bupa t i in i . 



B A B I I I 

Pasa l 3 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pera turan B u p a t i in i m u l a i ber laku pada tanggal 

d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Pera turan B u p a t i in i dengan penempatannya 

da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Dompu. « 

Di te tapkan di Dompu 

pada tanggal 3 f t b r u a g 2026 

I 
B U P A T I DOMPU, 

BAMBANG F I R D A U S 

D iundangkan di Dompu 

pada tanggal .3 r-€.forucub 2026 

K H A I R U L INSYAN 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N DOMPU TAHUN 2026 NOMOR .1^ 

Paraf Hierarki 

Pj. Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan 
dan Kesra Setda 

Kepala DPMPD 



LAMPIRAN 

P E R A T U R A N B U P A T I DOMPU 

NOMOR : ^ TAHUN 2026 

T E N T A N G : 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D E S A 

TAHUN ANGGARAN 2026. 

I . S INKRONISAS I K E B I J A K A N P E M E R I N T A H K A B U P A T E N D E N G A N 

KEWENANGAN D E S A DAN RENCANA K E R J A P E M E R I N T A H D E S A 

Be rdasa rkan Rencana Ker ja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, 

program yang menjadi prioritas T a h u n 2026 ada lah: 

1. Meningkatkan tata kelola pemer intahan yang baik dan bersih; 

2. Meningkatkan kemandi r ian ekonomi masyaraka t berbasis potensi 

lokal yang berkelanjutan; 

3. Meningkatkan m u t u pelayanan dasar dan pelayanan publ ik yang 

t ransparan , part isipati f dan berkeadi lan; 

4. Mewujudkan pembangunan in f ras t ruktur yang mantap; 

5. Mewujudkan tata n i la i keh idupan masyaraka t yang religius, 

berbudaya, berprestasi dan berkarakter berbasis kear i fan lokal . 

Rencana Ker ja Pemerintah Kabupaten Dompu T a h u n 2026 d imaksudkan 

sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana 

Ker ja (Renja) T a h u n 2026 dan juga sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Desa da lam m e n y u s u n Rencana Ker ja Pemerintah Desa T a h u n 2026 

yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang A P B 

Desa T a h u n Anggaran 2026. 

I I . PR INSIP PENYUSUNAN A P B Desa 

A P B Desa T a h u n Anggaran 2026 d i susun berdasarkan: 

1. kewenangan Desa dibidang penyelenggaraan Pemer intahan Desa, 

pe laksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyaraka tan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat ; 

2. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas t ransparan , akuntabe l , 

part is ipat i f serta d i l akukan dengan tertib dan dis ipl in anggaran. 

I I I . K E B I J A K A N PENYUSUNAN A P B Desa 



Kebi jakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa 

(APBDesa) wajib mengaeu pada RKPDesa , mel ibatkan part is ipas i 

masyarakat , serta ditetapkan mela lui Pera turan Desa (Perdes). 

Pr ins ip pengelolaannya meliputi t ransparans i , akuntab i l i tas , dan 

partisipatif, dengan s t ruk tur yang terdiri dar i pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan desa u n t u k periode sa tu t ahun anggaran 

Ber iku t kebi jakan penyusunan APBDesa : 

a. Dasar Penyusunan: APBDesa d i susun berdasarkan Perdes tentang 

R K P D e s a (Rencana Ker ja Pemerintah Desa). 

b. Waktu Pelaksanaan: P enyusunan dapat d imula i sejak September dan 

wajib ditetapkan paling lambat 31 Desember t a h u n berjalan ( K E C U A L I 

Kondis i luar b iasa/ ada hambatan la innya) . 

c. Asas Pengelolaan: T ransparan , akuntabel , partisipatif, tertib, dan 

dis ipl in anggaran. 

d. Struktur APBDesa: Terdir i dar i Pendapatan (PADes, Transfer , 

Pendapatan La in- la in ) , Be lanja , dan Pembiayaan. 

e. Partisipasi: Mel ibatkan masyarakat mela lu i musyawarah desa 

(Musdes). 

f. S isa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA): S iLPA t a h u n sebelumnya 

wajib dianggarkan kembal i dalam belanja t ahun ber ikutnya. 

g. Perubahan APBDesa: Dapat d i l akukan maks ima l sa tu ka l i dalam sa tu 

t a h u n anggaran j i k a terjadi pergeseran anggaran, perubahan 

pendapatan, a t au keadaan darurat/bencana. 

h. Regulasi Terkait : Mengaeu pada peraturan perundang-undangan, 

yang ber laku. 

IV. S U B T A N S I APBDes 

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewaj iban Desa yang dapat 

dini la i dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pe laksanaan hak dan kewaj iban Desa. ketentuan 

terkait kebi jakan A P B Desa: 

1. A P B Desa merupakan sa tu kesa tuan yang terdiri dar i : 

a . Pendapatan Desa ; 

b. Be lan ja Desa; dan 

c. Pembiayaan Desa. 

2. Pendapatan Desa d ik las i f ikas ikan menurut kelompok, j en i s dan objek 

pendapatan. 



3. Be lan ja Desa d ik las i f ikas ikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, 

j en i s belanja, objek belanja, dan r inc ian objek belanja. 

4. Pembiayaan d ik las i f ikas ikan menurut kelompok, j en i s dan objek 

5. Pembiayaan. 

6. Pendapatan Desa, belanja Desa, dan Pembiayaan Desa diberi kode 

rekening. 

A. Pendapatan Desa 

1. Ketentuan U m u m 

Pendapatan Desa ya i tu semua pener imaan Desa da lam 1 (satu) 

t a h u n anggaran yang menjadi h a k Desa dan t idak per lu 

d ikembal ikan oleh Desa. 

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: 

a. pendapatan as l i Desa; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. la in- la in Pendapatan Desa yang sah . 

2. ketentuan terkait Pendapatan As l i Desa 

ketentuan terkait Pendapatan As l i Desa diatur sebagai ber ikut: 

a. kelompok pendapatan asl i Desa terdir i a tas j en is : 

1) has i l u s a h a ; 

2) has i l aset; 

3) swadaya, part is ipas i dan gotong royong; dan 

4) pendapatan as l i Desa la in . 

b. Has i l u s a h a Desa an ta ra la in bagi has i l B U M Desa. 

c. Has i l Aset an ta ra la in tanah k a s Desa, tambatan perahu, 

pasar Desa, tempat pemandian u m u m , j a r ingan ir igasi, 

dan has i l aset l a innya sesua i dengan kewenangan 

berdasarkan h a k a sa l -usu l dan kewenangan lokal berska la 

Desa. 

d. Swadaya, part is ipasi dan gotong royong ada lah 

pener imaan yang berasal dar i sumbangan masyaraka t 

Desa. 

e. Pendapatan as l i Desa la in an ta ra la in has i l pungutan 

Desa. 

Da lam pengelolaan PADes, agar memperhat ikan ha l -ha l 

sebagai ber ikut : 



1) Da lam merencanakan target PADes agar 

mempert imbangkan kondis i perekonomian yang terjadi 

pada t ahun sebelumnya, rea l isas i pener imaan PADes 

t ahun 2025 , dan perk i raan per tumbuhan ekonomi pada 

t a h u n 2026; 

2) Da lam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes agar 

t idak menetapkan kebi jakan yang memberatkan 

masyarakat ; 

3) Pener imaan desa dar i t anah k a s desa agar 

meneantumkan luas , persi l/ lokasi dan perk i raan ni la i 

harga sewa secara kese luruhan ; 

4) Sewa Has i l Aset berupa tanah k a s desa h a r u s mendapat 

persetujuan B P D . 

5) Has i l sewa tanah k a s desa d i m a s u k k a n ke da lam 

rekening atas nama pemerintah desa dan nomor 

rekening t idak dapat d iubah kecua l i a l asan teknis 

perbankan; 

6) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa 

d i l akukan oleh Kepala Desa dengan p ihak penyewa; 

7) Penetapan besaran tari f da lam Peraturan Desa tentang 

Pendapatan Desa yang berasal dar i h a k asa l u s u l dan 

kewenangan lokal berska la desa d isesua ikan dengan 

j a s a pelayanan yang diber ikan, serta memperhat ikan 

kemampuan ekonomi masyarakat ; 

8) Pemerintah Desa Di larang; 

a) Me lakukan pungutan a tau yang disebut dengan 

n a m a la innya yang d ipersamakan dengan pungutan 

di luar yang diatur da lam peraturan perundang-

undangan; dan 

b) Me lakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, l a lu 

l intas barang/jasa antar desa yang merupakan 

program strategis kabupaten dan nasional . 

9) Swadaya, part is ipasi dan gotong royong merupakan 

pener imaan yang berasal dar i sumbangan masyarakat 

Desa. swadaya, part is ipasi dan gotong royong 

masyaraka t yang berupa uang menjadi pendapatan 



dalam A P B Desa sedangkan swadaya, part is ipasi dan 

gotong royang masyaraka t yang t idak berbentuk uang 

dicatat tersendiri da lam b u k u swadaya/part is ipas i 

masyarakat . 

3. Ketentuan terkait Pendapatan transfer 

Kelompok pendapatan transfer terdiri a tas j en is : 

a. dana Desa; 

b. bagian dar i has i l pajak daerah dan retr ibusi daerah 

kabupaten; 

e. a lokas i dana desa; 

d. ban tuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Be lan ja 

Daerah Provinsi ; 

e. ban tuan keuangan dar i Anggaran Pendapatan Be lan ja 

Daerah Kabupaten; 

1) . B a n t u a n keuangan dar i anggaran pendapatan dan 

belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten 

sebagaimana d imaksud pada angka 3 h u r u f d dan h u r u f 

e dapat bersifat u m u m dan k h u s u s ; 

2) . B a n t u a n keuangan bersifat k h u s u s adalah bantuan 

keuangan yang diber ikan kepada pemerintah desa 

u n t u k menunjang pereepatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat sesua i dengan tu juan 

pemberian bantuan keuangan. 

4. Kelompok pendapatan la in , terdiri a tas : 

a. pener imaan dar i has i l kerja s ama Desa 

b. pener imaan dar i ban tuan pe rusahaan yang berlokasi di 

Desa; 

c. pener imaan dar i h ibah dan sumbangan dar i p ihak ketiga; 

d. koreks i kesa lahan belanja t a h u n anggaran sebelumnya yang 

mengakibatkan pener imaan di k a s Desa pada t a h u n 

anggaran berjalan; 

e. bunga bank; dan 

f. pendapatan la in Desa yang sah . 

B . Be lan ja Desa 

1. Ketentuan U m u m 



a. Be lan ja desa meliputi s emua pengeluaran dar i rekening 

desa yang merupakan kewajiban desa da lam 1 (satu) t a h u n 

anggaran yang t idak a k a n diperoleh pembayarannya 

kembal i oleh desa, belanja desa d igunakan u n t u k 

mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang 

meliputi bidang: 

1) Penyelenggaraan Pemer intahan Desa; 

2) Pe laksanaan Pembangunan Desa; 

3) Pembinaan Kemasyaraka tan Desa; 

4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 

5) Penanggulangan Bencana , Da rura t dan Mendesak Desa. 

b. K las i f ikas i belanja sebagaimana d imaksud pada angka 1 

sampa i dengan angka 4 dibagi da lam sub bidang dan 

kegiatan sesua i dengan kebutuhan Desa yang telah 

d i tuangkan dalam R K P Desa. 

c. K las i f ikas i belanja sebagaimana d imaksud pada 

angka 5 dibagi da lam sub bidang sesuai dengan 

kebutuhan Desa u n t u k penanggulangan bencana, 

keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. 

2. Ketentuan terkait belanja Desa 

a. K las i f ikas i belanja Penyelenggaraan Pemer intahan Desa 

dibagi da lam sub bidang: 

1) penyelenggaraan belanja penghasi lan tetap, tunjangan 

dan operasional pemerintahan Desa; 

2) s a rana dan p rasa rana pemerintahan Desa; 

3) admin is t ras i kependudukan, pencatatan sipi l , stat ist ik, 

dan kears ipan; 

4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan; dan 

5) per tanahan. 

b. K las i f ikas i belanja Pe laksanaan Pembangunan Desa dibagi 

da lam sub bidang: 

1) pendidikan; 

2) kesehatan; 

3) pekerjaan u m u m dan penataan ruang; 

4) kawasan permuk iman; 

5) kehutanan dan l ingkungan hidup; 



6) perhubungan, komunikas i dan informatika; 

7) energi dan sumber daya mineral ; dan 

8) par iwisata . 

c. K las i f ikas i belanja Pembinaan Kemasyaraka tan Desa dibagi 

da lam sub bidang: 

1) ketentraman, ketertiban, dan pel indungan masyarakat ; 

2) kebudayaan dan kegamaan; 

3) kepemudaan dan olah raga; dan 

4) kelembagaan Masyarakat . 

d. K las i f ikas i belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi 

da lam sub bidang: 

1) ke lautan dan per ikanan; 

2) pertanian dan peternakan; 

3) peningkatan kapas i tas aparatur Desa; 

4) pemberdayaan perempuan, per l indungan anak dan 

keluarga; 

5) koperasi , u s a h a mikro kec i l dan menengah; 

6) dukungan penanaman modal; dan 

7) perdagangan dan per industr ian. 

e. K las i f ikas i belanja Penangulangan bencana, keadaan 

darurat dan mendesak desa dibagi da lam sub bidang: 

1) penanggulangan bencana; 

2) keadaan darurat ; dan 

3) keadaan mendesak. 

f. Sub bidang sebagaimana d imaksud pada h u r u f a sampai 

dengan h u r u f d dibagi dalam kegiatan. 

g. Daftar kegiatan sebagaimana d imaksud pada h u r u f f 

menggunakan bahasa Indonesia dan dapat d i sesua ikan 

dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 

h . Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang 

t idak tercantum dalam daftar sebagaimana d imaksud pada 

h u r u f f dengan member ikan kode rekening 90 sampai 

dengan 99 . 

i . Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan 

penerimaan la in kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa 

dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang 

anggarannya d ia lokas ikan dar i bantuan keuangan yang 



bersifat k h u s u s pada sub bidang sebagaimana d imaksud 

h u r u f a angka 1. 

3. J e n i s Be lan ja desa terdiri a tas belanja pegawai, belanja 

barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga: 

a . belanja pegawai; 

1) Be lan ja pegawai dianggarkan u n t u k pengeluaran 

penghasi lan tetap, tunjangan, pener imaan la in , dan 

pembayaran j a m i n a n sosial bagi kepala Desa dan 

perangkat Desa, serta tunjangan B P D . 

2) Be lan ja pegawai dianggarkan dalam bidang 

penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

3) Be lan ja pegawai pe laksanaannya d ibayarkan setiap 

bu lan . 

b. belanja barang/jasa; 

Ketentuan terkait belanja barang/jasa: 

1) Be lan ja Ba rang dan J a s a d igunakan u n t u k 

pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang n i la i 

manfaatnya kurang dar i 12 (dua belas) bu lan. 

2) Standar harga sa tuan belanja oleh Pemer intahan Desa 

berpedoman pada Peraturan Bupa t i Dompu tentang 

Standar Sa tuan Harga. 

3) Standar biaya per jalanan dinas da lam dan luar daerah 

yang d i l aksanakan oleh desa berpedoman pada 

Pera turan Bupa t i tentang Perjalanan D inas . 

4) Be lan ja barang/jasa d igunakan an ta ra la in un tuk : 

a. operasional pemerintah Desa; 

b. tunjangan staf desa; 

e. pemel iharaan sa rana p rasa rana Desa; 

d. kegiatan sos ia l isas i/ rapat/ pelat ihan/ bimbingan 

teknis; 

e. operasional B P D ; 

f. insenti f R u k u n Tetangga; dan 

g. pemberian barang pada masyarakat/kelompok 

masyarakat . 

5) Tunjangan staf desa sebagaimana d imaksud pada 

angka 4 h u r u f b paling banyak Rp. 750.000, - ( tujuh 

ra tus l ima pu luh r ibu rupiah) 



6) Insenti f R u k u n Tetangga sebagaimana d imaksud pada 

angka 4 h u r u f f paling banyak Rp. 250.000, - (dua ra tus 

l ima p u l u h r ibu rupiah) ya i tu ban tuan uang u n t u k 

lembaga R u k u n Tetangga u n t u k membantu 

pe laksanaan tugas pe layanan pemerintahan, 

perencanaan pembangunan, ketentraman dan 

ketert iban, serta pemberdayaan masyaraka t Desa. 

7) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok 

masyarakat sebagaimana d imaksud pada angka 4 

h u r u f g d i l akukan u n t u k menunjang pe laksanaan 

kegiatan Desa. 

belanja modal. 

1) Be lan ja Modal d igunakan u n t u k pengeluaran da lam 

rangka pembelian/pengadaan barang yang n i la i 

manfaatnya lebih dar i 12 (dua belas) bu lan dan 

menambah aset. 

2) Pengadaan barang d igunakan u n t u k kegiatan 

penyelenggaraan kewenangan Desa. 

3) S tandar harga sa tuan belanja modal berpedoman pada 

Kepu tusan Bupa t i Dompu tentang Penetapan Standar 

Harga Sa tuan Upah dan B a h a n Pekerjaan Pemerintah 

Kabupaten Dompu yang ber laku. 

belanja tak terduga 

1. Be lan ja tak terduga sebagaimana d imaksud da lam 

angka 3 merupakan belanja u n t u k kegiatan pada sub 

bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat , 

dan keadaan mendesak yang berska la lokal Desa. 

2. Be lan ja u n t u k kegiatan pada sub bidang 

penanggulangan bencana, keadaan darurat , dan 

keadaan mendesak sebagaimana d imaksud pada 

angka 1 paling sedikit memenuhi kr i t e r ia sebagai 

ber ikut: 

a) b u k a n merupakan kegiatan normal dar i akt iv i tas 

pemerintah Desa dan t idak dapat d ipred iks ikan 

sebelumnya; 

b) t idak d iharapkan terjadi berulang; dan 

c) berada di lua r kendal i pemerintah Desa. 



3. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana 

sebagaimana d imaksud pada angka 1 merupakan 

upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana a lam 

dan bencana sosial . 

4. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan 

upaya penanggulangan keadaan darurat ka rena 

adanya k e r u s a k a n dan/a tau terancamnya 

penyelesaian pembangunan sa rana dan p rasarana 

akibat kena ikan harga yang menyebabkan 

terganggunya pelayanan dasar masyarakat . 

5. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak 

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan 

pelayanan dasar masyarakat m i sk in yang mengalami 

kedaruratan . 

6. Ketentuan lebih lanjut tentang belanja tak terduga 

diatur da lam Peraturan Bupa t i mengenai pengelolaan 

keuangan Desa. 

7. Ketentuan yang diatur da lam Peraturan Bupat i 

sebagaimana d imaksud pada angka 6 pal ing sedikit 

memuat: 

a) kr i ter ia bencana a lam dan bencana sosial ; 

b) kr i ter ia kegiatan yang dapat dibiayai u n t u k 

penanggulangan bencana a lam dan bencana sosial ; 

c) kr i ter ia keadaan darurat ; 

d) kr i ter ia s a rana dan p rasa rana pelayanan dasar 

u n t u k masyarakat ; 

e) kr i ter ia keadaan mendesak; 

f) kr i ter ia masyaraka t m i sk in yang mengalami 

kedaruratan; dan 

g) tata ca ra penggunaan anggaran 

8. Ketentuan tentang pembagian penggunaan penghasi lan 

tetap Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan serta 

operasional badan permusyawaratan desa diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupa t i tentang Penghasi lan Tetap 

dan Tunjangan Kepala Desa, perangkat desa dan 

tunjangan serta operasional B a d a n Permusyawaratan 

Desa T a h u n Anggaran 2026. 



9. D a n a Desa di larang un tuk : 

a) pembayaran honorar ium kepa la Desa, perangkat Desa, 

dan/a tau anggota B a d a n Permusyawara tan Desa; 

b) per jalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, 

dan/atau anggota B a d a n Permusyawaratan Desa ke luar 

dar i w i layah kabupaten/kota; 

e) pembayaran iu ran j a m i n a n sosial kesehatan dan/atau 

j a m i n a n sosial ketenagakerjaan bagi kepa la Desa, 

perangkat Desa, dan/a tau anggota B a d a n 

Permusyawaratan Desa; 

d) pembangunan kantor desa a tau bala i desa, kecua l i 

u n t u k rehabi l i tasi a tau perbaikan r ingan pal ing banyak 

Rp. 25.000.000,00 (dua p u l u h l ima j u t a rupiah) ; 

e) menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, 

perangkat Desa, dan/a tau anggota B a d a n 

Permusyawaratan Desa; 

f) menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi 

banding 

g) ke luar w i layah kabupaten/kota; 

h) membayar kewajiban yang h a r u s dibayar pada t ahun 

sebelumnya sebagaimana Sura t E d a r a n Be r sama 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Menteri Keuangan dan Menteri Da l am Negeri Nomor 9 

T a h u n 2025 , Nomor S E - 2 / MK/ 08/ 2025 , Nomor 

100.3.2.3/ 9692/ S J / 2025 tentang Penjelasan T indak 

Lan jut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 1 T a h u n 

2025 tentang Perubahan atas Pera turan Menteri 

Keuangan Nomor 108 T a h u n 2025 tentang 

Pengalokasian D a n a Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan 

Penya luran D a n a Desa T a h u n Anggaran 2025 ; dan 

i) pemberian bantuan h u k u m bagi kepa la Desa, perangkat 

Desa , anggota B a d a n Permusyawara tan Desa, dan/a tau 

warga Desa yang berperkara h u k u m mela lu i j a l u r 

pengadilan u n t u k kepentingan pribadi 

C. Pembiayaan Desa 

1. Ketentuan U m u m 



Pembiayaan Desa adalah setiap pener imaan yang per lu 

dibayar kembal i dan/atau pengeluaran yang a k a n diterima 

kembal i , ba ik pada t a h u n anggaran yang berkenaan m a u p u n 

pada t ahun- tahun anggaran ber ikutnya, ketentuan dalam 

pembiayaan Desa ada lah sebagai ber ikut: 

a) Pener imaan Pembiayaan; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan. 

Ketentuan terkait Pener imaan Pembiayaan Desa 

Pener imaan Pembiayaan Desa mel iputi : 

a) S iLPA t a h u n sebelumnya; 

S iLPA pal ing sedikit mel iput i pe lampauan pener imaan 

pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan 

s i s a dana kegiatan yang belum selesai a t au lan jutan. 

b) Pencairan dana cadangan; 

Pencairan dana cadangan d igunakan u n t u k 

menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang 

se lanjutnya d icatatkan da lam pener imaan pembiayaan 

dalam A P B Desa. 

c) Has i l penjualan kekayaan desa yang d ip i sahkan kecua l i 

tanah dan bangunan; 

Has i l penjualan kekayaan Desa yang d ip i sahkan dan 

dicatat da lam pener imaan pembiayaan has i l penjualan 

kekayaan Desa yang d ip isahkan. 

Ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan Desa 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dar i : 

a) Pembentukan D a n a Cadangan; 

1) Pembentukan dana cadangan u n t u k mendanai 

kegiatan yang penyediaan dananya t idak dapat 

sekal igus d ibebankan da lam 1 (satu) t a h u n anggaran. 

2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan 

peraturan Desa. 

3) Peraturan Desa paling sedikit memuat : 

(a) penetapan tu juan pembentukan dana cadangan; 

(b) program dan kegiatan yang a k a n dibiayai dar i 

dana cadangan; 

(c) besaran dan r inc ian t a h u n a n dana cadangan yang 

h a r u s dianggarkan; 



(d) sumber dana cadangan; dan 

(e) t a h u n anggaran pe laksanaan dana cadangan. 

4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dar i 

penyis ihan atas pener imaan Desa, kecua l i dar i 

pener imaan yang penggunaannya telah d i tentukan 

secara k h u s u s berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

5) Penganggaran dana cadangan t idak melebihi t a h u n 

akh i r m a s a jaba tan kepala Desa . 

b) Penyertaan Modal BUMDes . 

1) Penyertaan modal an ta ra la in d igunakan u n t u k 

menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang 

d i investas ikan da lam B U M Desa u n t u k meningkatkan 

pendapatan Desa a tau pe layanan kepada masyarakat . 

2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang 

d ip isahkan yang dianggarkan dar i pengeluaran 

pembiayaan da lam APB Desa. 

3) Penyertaan modal da lam bentuk tanah k a s Desa dan 

bangunan t idak dapat di jual . 

4) Penyertaan modal pada B U M Desa mela lu i proses 

ana l i s is ke layakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5) T a t a ca ra penyertaan modal diatur lebih lanjut da lam 

Pera turan Bupa t i mengenai pengelolaan keuangan 

Desa . 

6) Pera turan Bupat i sediki tnya memuat ketentuan: 

(a) indikator penyertaan modal yang dapat d iser takan; 

dan 

(b) indikator ana l i sa ke layakan penyertaan modal. 

T E K N I S PENYUSUNAN A P B Desa 

Tahapan penjo isunan dan penetapan 

a . P enyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa 

1. Rancangan A P B Desa T a h u n Anggaran 2025 d i s u s u n oleh T i m 

yang terdiri dar i Sekretar is Desa, Kepala U r u s a n dan Kepala Seks i . 

2. Sekretar is D e s a mengkoordinasikan penyusunan Rancangan A P B 

Desa T a h u n Anggaran 2026 berdasarkan R K P Desa T a h u n 



2026 dan Peraturan Bupat i tentang Pedoman Penyusunan A P B 

Desa T a h u n 2026. 

3 . Rancangan A P B Desa yang telah d i s u s u n merupakan bahan 

penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa. 

4. Sekretar is Desa menyampa ikan Rancangan Peraturan Desa 

tentang A P B Desa kepada Kepala Desa u n t u k di cermati . 

5. Kepala Desa me lakukan pencermatan Rancangan 

Peraturan Desa tentang A P B Desa. 

6. J i k a Kepala Desa belum menyetujui Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut, m a k a Kepala 

Desa menyampa ikan Rancangan Pera turan Desa tentang A P B 

Desa kepada Sekretar is Desa u n t u k diperbaiki. 

7. J i k a Kepala Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang 

A P B Desa tersebut, m a k a Kepala Desa menyampa ikan 

Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa kepada B P D . 

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa 

kepada B P D 

1. Kepala Desa wajib menyampa ikan Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa yang telah disetujui kepada B P D , u n t u k 

d ibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah B P D . 

2. Pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang A P B 

Desa kepada B P D , Kepala Desa wajib menyampaikan 

tembusan/informasi secara tertul is kepada Camat . 

Pembahasan dan Kesepakatan B e r s a m a Rancangan Peraturan 

Desa tentang A P B Desa 

1. B P D h a r u s sudah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang 

A P B Desa paling lama 7 (tujuh) har i sejak di ter imanya Rancangan 

Peraturan Desa dar i Kepala Desa. 

2. J i k a pembahasan Rancangan Peraturan Desa A P B Desa, 

melampaui batas w a k t u paling l ama 7 (tujuh) har i , m a k a Kepala 

Desa melaporkan kepada Camat u n t u k dapat me l akukan 

pembinaan. 

3. Kepala desa dan B P D wajib menyepakati bersama Rancangan 

Pera turan Desa tentang A P B Desa T a h u n Anggaran 2026 paling 



lambat 3 1 Oktober T a h u n 2025 dan d i tuangkan dalam Ber i t a 

Aeara Kesepakatan Be rsama . 

4. Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa 

tentang A P B Desa d i l akukan secara musyawarah mufakat . 

J i k a t idak tercapai mufakat , m a k a pengambilan keputusan 

d i l akukan dengan ca ra pemungutan s u a r a terbanyak. 

5. J i k a B P D tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa 

tentang A P B Desa yang d i sampa ikan Kepa la Desa, Pemerintah 

Desa hanya dapat me l akukan kegiatan yang berkenaan dengan 

pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa 

dengan menggunakan pagu t ahun sebelumnya dan ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa sebagai dasar da lam 

pe laksanaannya . 

P enyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran A P B Desa 

a. Be rdasa rkan kesepakatan Kepala Desa dan B P D atas Rancangan 

Pera turan Desa tentang A P B Desa T a h u n Anggaran 2026, Kepa la 

Desa meny iapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai 

Penjabaran A P B Desa T a h u n Anggaran 2026. 

b. Sekretar is Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan 

Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran A P B Desa T a h u n 

Anggaran 2026. 

E v a l u a s i Rancangan Pera turan Desa tentang A P B Desa 

a. Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa T a h u n Anggaran 2026 

d isampa ikan Kepa la Desa kepada Bupa t i mela lui Camat paling l ama 

3 (tiga) ha r i ker ja sejak disepakati bersama B P D u n t u k dievaluasi , 

da lam bentuk print-out dar i Ap l ikas i S I S K E U D E S . 

b. Penyampaian Rancangan Pera turan Desa tentang A P B Desa 

T a h u n Anggaran 2026 d imaksud dilengkapi dengan dokumen pal ing 

sedikit mel iputi : 

1. Su ra t Pengantar; 

2. Rancangan Pera turan Kepa la Desa tentang Penjabaran A P B 

Desa; 

3. Pera turan Desa tentang R K P Desa; 

4. Pera turan Desa tentang Kewenangan Be rdasa rkan Hak 



5. Asa l U s u i D a n Kewenangan Loka l B e r s k a l a Desa; 

6. Pera turan Desa tentang Pembentukan D a n a Cadangan j i k a 

tersedia; 

7. Pera turan Desa tentang Penyertaan Modal j i k a tersedia; 

dan 

8. Ber i ta Aeara Has i l Musyawarah B P D 

9. Dokumen penunjang la innya , sesua i dengan 

kebutuhan dan peraturan yang ber laku. 

c. Da l am me laksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang A P B Desa, Camat membentuk T im . 

1. B u p a t i dapat mengundang kepala Desa dan/a tau aparat Desa 

terkait dalam pe laksanaan evaluasi . 

2. Has i l eva luas i sebagaimana d imaksud pada angka 1 d i tuangkan 

da lam Keputusan B u p a t i dan d isampaikan kepada Kepala Desa 

paling l ama 20 (dua puluh) har i ker ja terhitung sejak di ter imanya 

rancangan d imaksud . 

3 . Da l am ha l Bupa t i t idak member ikan has i l eva luas i da lam batas 

w a k t u sebagaimana d imaksud pada angka 2, rancangan 

peraturan Desa d imaksud ber laku dengan sendir inya. 

4. Da lam ha l has i l evaluasi sebagaimana d imaksud pada angka 2 

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, kepentingan u m u m , dan R K P Desa, se lanjutnya 

kepala Desa menetapkan menjadi Pera turan Desa. 

5. Da lam ha l has i l evaluasi sebagaimana d imaksud pada angka 2 

t idak sesua i dengan ketentuan pera turan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, kepentingan u m u m , dan R K P Desa, kepala Desa 

bersama B P D me l akukan penyempurnaan pal ing l ama 20 (dua 

puluh) ha r i ker ja terhitung sejak di ter imanya has i l evaluasi . 

6. Apabi la has i l eva luas i t idak di t indaklanjut i oleh Kepala Desa dan 

Kepa la Desa tetap menetapkan Rancangan Pera turan Desa 

tentang A P B Desa menjadi Pera turan Desa dan Rancangan 

Pera turan Kepa la Desa tentang Penjabaran A P B Desa manjadi 

Pera turan Kepala Desa, Bupa t i membata lkan peraturan d imaksud 

dengan Keputusan Bupat i . 

7. Kepala Desa memberhent ikan pe laksanaan Peraturan Desa dan 

Pera turan Kepa la Desa paling l ama 7 (tujuh) ha r i ker ja setelah 



pembatalan sebagaimana d imaksud pada angka 6, Kepala Desa 

bersama B P D meneabut Pera turan Desa dan Pera turan Kepala 

Desa d imaksud . 

Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang A P B Desa 

a. Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa 

d i l akukan dengan cara penandatanganan Rancangan Pera turan Desa 

menjadi Pera turan Desa oleh Kepala Desa. 

b. Da l am ha l Kepala Desa berhalangan sementara m a k a 

penandatanganan Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa yang 

a k a n ditetapkan menjadi Pera turan Desa tentang A P B Desa d i l akukan 

oleh Sekretar is Desa se l aku Pe laksana Tugas Kepala Desa. 

c. D a l a m h a l Kepa la Desa berhenti a tau berhalangan tetap, m a k a 

penandatanganan Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa yang 

a k a n ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang A P B Desa d i l akukan 

oleh Penjabat Kepa la Desa. 

d. J i k a p impinan B P D berhalangan tetap a tau sementara, m a k a pejabat 

yang d i tunjuk dan ditetapkan sebagai penjabat a tau pe laksana tugas 

p impinan sementara B P D sesua i dengan mekanisme di da lam 

B P D berwenang u n t u k menandatangani kesepakatan bersama 

terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa. 

e. Pera turan Desa tentang A P B Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala 

Desa, d iundangkan da lam Lembaran Desa. 

f. Pengundangan Peraturan Desa da lam Lembaran Desa 

d i l aksanakan oleh Sekretar is Desa. 

g. J i k a Sekretar is Desa berhalangan sementara a tau berhalangan tetap, 

m a k a pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa d i l akukan 

oleh Pe laksana Tugas Har i an Sekretar is Desa. 

h . Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang A P B Desa ditetapkan dan 

d iundangkan, se lanjutnya Kepala Desa menetapkan Pera turan 

Kepala Desa tentang Penjabaran A P B Desa . 

Perubahan A P B Desa 

1. Pemerintah Desa dapat me l akukan perubahan A P B Desa apabi la terjadi: 

a. penambahan dan/a tau pengurangan da lam pendapatan Desa pada 

t ahun anggaran berjalan; 



b. s i sa penghematan belanja dan s i sa lebih perhitungan pembiayaan 

t a h u n berjalan yang a k a n d igunakan dalam t ahun berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan ha rus d i l akukan pergeseran antar 

bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar j en is belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA t ahun sebelumnya h a r u s 

d igunakan dalam t ahun anggaran berjalan. 

2. Perubahan A P B Desa h a n y a dapat d i l akukan 1 (satu) ka l i da lam 1 (satu) 

t a h u n anggaran, kecua l i da lam keadaan luar b iasa. 

3. Kr i ter ia keadaan luar b iasa sebagaimana d imaksud pada angka 2 diatur 

da lam Pera turan Bupa t i mengenai Pengelolaan Keuangan Desa . 

4. Perubahan A P B Desa sebagaimana d imaksud pada angka 1 ditetapkan 

dengan peraturan Desa mengenai perubahan A P B Desa dan tetap 

mempedomani R K P Desa. 

5. Pemerintah Desa dapat me l akukan perubahan terhadap Peraturan 

Kepala Desa tentang perubahan penjabaran A P B Desa sebelum 

Rancangan Pera turan Desa tentang Perubahan A P B Desa ditetapkan. 

6. Pera turan Kepa la Desa tentang perubahan penjabaran A P B Desa 

sebagaimana d imaksud pada angka 5 dapat d i l akukan apabi la terjadi: 

a . penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

t a h u n anggaran berjalan; 

b. keadaan yang menyebabkan h a r u s segera d i l akukan pergeseran 

antarobjek belanja; dan 

c. kegiatan yang be lum d i l aksanakan t ahun sebelumnya dan 

menyebabkan S iLPA a k a n d i l aksanakan da lam t ahun anggaran 

berjalan. 

7. Kepa la Desa member i tahukan kepada B P D mengenai penetapan 

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran A P B Desa dan 

se lanjutnya d i sampa ikan kepada Bupa t i mela lui sura t pember i tahuan 

mengenai Pera turan Kepa la Desa tentang perubahan penjabaran A P B 

Desa. 

V I . H A L K H U S U S LAIN DALAM PENYUSUNAN A P B Desa 

Pemerintah Desa da lam menyusun APBDes T a h u n Anggaran 2026, selain 

memperhat ikan kebi jakan dan teknis penyusunan APBDes , j u g a 

memperhat ikan ha l -ha l la in , sebagai berikut: 

a . Pemerintah Desa pada t a h u n anggaran 2026 agar m e l a k u k a n 

langkah- langkah, an ta ra la in : 



1. Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan seefektif 

mungk in dengan member ikan perhat ian k h u s u s pada upaya 

pemberdayaan ekonomi rakv at dan mempereepat pembangunan 

in f ras t ruktur yang m a m p u menunjang perekonomian daerah 

k h u s u s n y a sektor r i i l ; 

2. Me lakukan penataan kembal i program dan kegiatan yang ku rang 

bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan 

member ikan perhat ian k h u s u s terhadap program dan kegiatan 

yang dapat memberdayakan masyarakat ; 

3. Mempereepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkeci l 

S iLPA yang pada akh i rnya m a m p u menggerakkan perekonomian 

di desa. 

Da l am rangka tertib adminis tras i , Pemerintah Desa agar 

menganggarkan pengadaan b u k u - b u k u admin is t ras i desa sesua i 

dengan Pera turan Menteri Da lam Negeri Nomor 20 T a h u n 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupa t i Dompu 

Nomor 4 T a h u n 2 0 2 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

T a t a kelola keuangan desa yang baik : 

1. U n t u k terc iptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar 

Pemerintah Desa me lakukan upaya peningkatan kapas i tas 

pengelolaan admin is t ras i keuangan desa, baik pada ta taran 

perencanaan, pe laksanaan, penatausahaan m a u p u n 

pertanggungjawaban mela lui perbaikan prosedur, penyiapan 

ins t rumen operasional, pelat ihan, monitoring dan evaluasi secara 

lebih akuntabe l dan t ransparan ; 

2. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah 

dan Pemerintah Desa da lam pengadministrasian desa dan 

memast ikan penggunaan anggaran yang t ransparans i dan 

akuntabe l kepada masyarakat , Pemerintah Desa wajib 

menyediakan pengembangan implementasi S is tem Admin is t ras i 

dan Informasi Desa (SID) sesua i yang tertuang da lam Pasa l 86 

Undang-undang Desa No 6 t ahun 2014; 

3. Peningkatan kapas i tas kelembagaan dan sumber daya m a n u s i a 

aparatur pengelola keuangan desa mela lu i penataan organisasi , 

sos ia l isas i dan pelat ihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi 

informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang 

memi l ik i keah l ian dibidang pengelolaan keuangan desa; 



4. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, 

perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pe laksanaan 

anggaran d i l aksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa; 

5. Peningkatan akuntabi l i tas dan t ransparans i pertanggungjawaban 

pe laksanaan APBDes mela lui penyusunan laporan keuangan 

secara tepat w a k t u dan penyajian laporan keuangan sesuai 

dengan Standar Akun tans i yang ber laku. 

d. Ker jasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyaraka tan yang mel ibatkan beberapa desa 

u n t u k peningkatan pelayanan kepada masyaraka t secara lebih efektif 

dan efesien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan 

mela lui pola ker ja sama antar desa. 

e. Da l am rangka penganggaran kegiatan yang pe laksanaannya lebih dar i 

s a tu t a h u n anggaran [muUiyears], m a k a u n t u k menjaga kepast ian 

ke lan jutan penyelesaian pekerjaan terlebih d a h u l u d ibahas dan 

disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan B P D , dan m a s a w a k t u 

penganggaran dan pe laksanaannya dibatasi m a k s i m u m sama dengan 

s i sa m a s a j aba tan Kepala Desa yang bersangkutan. 

f. Be rkenaan dengan upaya peningkatan t ransparas i dan akuntabi l i tas 

pengelolaan keuangan desa, d iharapkan kepada para Kepa la Desa 

u n t u k dapat me l akukan langkah- langkah yang d iper lukan guna 

dapat meningkatkan kua l i tas system pengendalian internal dan 

mematuh i peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

g. D a l a m rangka Implementasi program pereepatan pemberantasan 

korups i sebagaimana telah d iamanatkan dalam I n s t r u k s i Presiden 

Republ ik Indonesia Nomor 5 T a h u n 2004 tentang Pereepatan 

Pemberantasan Korups i , kepada Kepala Desa u n t u k : 

1. menerapkan pr ins ip-pr ins ip tata kepemerintahan yang baik; 

2. meningkatkan pelayanan publ ik dan meniadakan pungutan l iar 

da lam pe laksanaannya ; 

3. bersama-sama dengan B P D me l akukan pencegahan terhadap 

kemungk inan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang 

bersumber dar i Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan Be lan ja Daerah, PADes m a u p u n sumber keuangan 

la innya . 



Pajak 

Belanja barang, j a s a dan belanja modal yang d ikenai pajak, m a k a 

harga sa tuan h a r u s d i tambahkan dengan besaran pajak sesua i 

a turan yang ber laku. 

Demik ian u n t u k menjadi bahan da lam penyusunan APBDes T a h u n 

Anggaran 2026. 

B U P A T I DOMPU, 

BAMBANG F I R D A U S 


